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ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian dengan judul : “Interpretasi Hukum
Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81 Tahun 2024”. Tesis ini ditulis guna menjawab pertanyaan
yang dimasukkan dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana
interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan
pada aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN?; dan 2) Bagaimana
penerapan effective and efficient principles dalam kebijakan norma pasal 376
ayat (1) PMK 81 Tahun 2024?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis interpretasi atas norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika
dikaitkan dengan norma Pasal 9 ayat (9) UU PPN serta untuk mengetahui dan
menganalisis penerapan effective and efficient principles dalam kebijakan norma
pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan
teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau kepustakaan (library
research). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute
approach), dan pendekatan historis (Zistorical approach). Bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
ada 3 (tiga), yaitu teori interpretasi hukum, effective and efficient principles, dan
stufenbau theory.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi yang dilakukan
terhadap norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan
aturan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN menunjukkan ketidaklengkapan,
ketidakjelasan, dan ketidaksesuaian norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun
2024 terhadap. norma/aturan ; Pasal 9 ayat (9). Undang-Undang PPN.
Ketidaksesuaian tersebut:menyebabkan PPN, Masukan yang tertera pada Faktur
Pajak tidak bisa dikreditkan selain dengan PPN Keluaran pada bulan yang sama
saja dengan penerbitan Faktur Pajak tersebut jika berpedoman pada norma pasal
376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan
bahwa pembentukan norma pasal 376 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024 tidak
dilakukan secara efektif dan efisien. Akibatnya, norma pasal 376 ayat (1) PMK
81 Tahun 2024 tersebut juga merugikan bagi Wajib Pajak dan memunculkan
tambahan cost dalam pelaksanaannya.

Penulis merekomendasikan agar peraturan perundang-undangan yang
dibentuk harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Aturan hukum
harus dibuat dalam rangka menciptakan aturan yang efektif dan efisien. Oleh
karena itu, sebaiknya Menteri Keuangan merevisi PMK 81 Tahun 2024 atau
mengusulkan kepada DPR untuk merevisi Pasal 9 ayat (9) UU PPN.

Kata Kunci : Interpretasi, Pajak Masukan, Effective and Efficient
Principles, Stufenbau Theory
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ABSTRACT

This thesis is the result of a research study entitled: “Legal Interpretation
of the Time Limit for Crediting Input Tax Based on the Minister of Finance
Regulation Number 81 of 2024.” This thesis was written to answer two research
problems, namely: 1) How is the interpretation of the provision in Article 376
paragraph (1) of PMK 81 of 2024 when linked to Article 9 paragraph (9) of the
VAT Law?; and 2) How is the application of the effective and efficient principles
in the policy of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024?. The objective of
this study is to examine and analyze the interpretation of Article 376 paragraph
(1) of PMK 81 of 2024 in relation to Article 9 paragraph (9) of the VAT Law, as
well as to assess the implementation of the effective and efficient principles
within the policy framework of Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024.

This research employs a normative juridical method, using document or
library research as the technique for collecting legal materials. Three
approaches are applied, namely the conceptual approach, the statute approach,
and the historical approach. The legal materials used consist of primary,
secondary, and tertiary legal sources. The study is grounded in three theories:
legal interpretation theory, the effective and efficient principles, and the
Stufenbau theory.

The findings of this research conclude that the interpretation of Article
376 paragraph (1) of PMK 81 of 2024, when connected to Article 9 paragraph
(9) of the VAT Law, reveals incompleteness, ambiguity, and inconsistency
between the two provisions. This inconsistency results in Input VAT listed on tax
invoices being creditable only against Output VAT in the same month as the
issuance of the invoice, if based on Article 376 paragraph (1) of PMK 81 of
2024. Furthermore, the study also reveals that the formulation of Article 376
paragraph (L) of PMK 81 of 2024 was. not carried out in, an effective and
efficient. manner. As a‘iconsequence, ‘this“provision \not only disadvantages
taxpayers but also generates additional costs in its implementation.

The author recommends that. legislation should always conform to higher
legal norms. Legal rules must be drafted to create regulations that are effective
and efficient. Therefore, it is advisable that the Minister of Finance revise PMK
81 of 2024 or propose to the House of Representatives (DPR) to amend Article 9
paragraph (9) of the VAT Law.

Keywords: Interpretation, Input Tax, Effective and Efficient Principles,
Stufenbau Theory
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DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomar 5Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor'9 Tahun 2004 tentang Perubahan™Atas" Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ' Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaiman diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun
2011).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang  Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan
Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 tentang Faktur
Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2022 tentang perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak’ Nomor Per-03/PJ/2022
tentang Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2025 Tentang
Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam
Rangka Pelaksanaan Sistem-Inti Administrasi Perpajakan.
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